
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEIIBERI BANTUAN HUKUM
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG

DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI BANTEN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientiasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatian

: NauliJhansen Rambe, SH.
: Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat

Indonesia Tangerang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : R. Natanegara K.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wlayah Kementerian Hukum
Selanjutnya disebut PIHAK KEOUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkomitrnen dalam mewujudkan tiarget kinerja yang telah
ditentukan dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum Tahun 2025 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU,
serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN

DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG

NOMOR : W.12- 63.HN.04.03 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima bertempat di Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : R. Natanegara K.P.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Alamat : Jl. K.H. Syam'un No.44 D, Kota Serang, Provinsi Banten
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU,

: Nauli Jhansen Rambe. SH.
: Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Tangerang
; Jl. Sukahati I no. 26, RT 004, RW 014, Kelurahan

Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum
Indonesia Tangerang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selaniutnva disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan :

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d.2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum Nomor M.HH-s.HN.04.03 fahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasj dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan
Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor
M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang
Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
fahuo 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

ll. Nama
Jabatan

Alamat Sukasari,

Advokat



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan
sebagai berikut:

perundang-undangan yang berlak-

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambihan Le-mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201.t tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor i04, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248):

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja- Negara Tahun Anggaran 2O2S (Lembat;n NJg;ra Repubtik Indonesia
fahun 2024 Nomor 226):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Ba-ntujn Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S42t):

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor .10

Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peratuian pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Bedta Negara Republik Indonesia Tahun 201S
Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan Atas peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor i0 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 20.13 tentan!
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Oana Bantuan
Hukum (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 20.16 Nombr 2130):6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun An ggarcn ZO2S (Berita Negara Republik Indonesia
fahun 2024 Nomor 901):

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2021 Nomor 97):8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor .l Tahun 2OZ4 tentang
Organis?si dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 832):

9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wlayah Kementerian Hukum (Berita Negari
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912):

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2O2j tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Non Litigasi;

'11. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Veriflkasi dan Akreditasi sebagal
Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 

^OZS 

s.d. ZOZI;
12. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH_6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang

Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakredrtasi Kembali
sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2025 s.d.2027:

13. Petunjuk Pelaksanaan Kepata BPHN Nomor pHN. HN.O4.O3_B1O Tahun 2023
tentang Penyaluran Dana dan pengawasan Bantuan Hukum;'14. Oaftar lsian Pelaksana€n Anggaran (OlpA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementerlan Hukum Provinsi Banten Nomor : Sp DlpA_135.1 .1.2.69911gt2025



Tanggal 02 Desember 2024.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:1. Badan Pembinaan Hukum Nasionat yang selanjut;ya disingkat BiHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku penyelenggira Bantuan Hukum..2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertiXat pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut panwaspus adalah unit keria
khusus di bawah koordinasi Badan pembinaan Hukum Nasional yang memitikr
tugas. dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya djsebut panwasda adalah unit keria
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyetenggaraan bantuan hukum di daerah.

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.6. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peratuian perunoang-
undangan.

7. Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran dalam rangka perbaikan peraKsanaan
bantuan hukum.

8. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional untuk menun;ani
pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

L Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Perlanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar

pelaksanaan banluan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

(2) Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan
kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin alau kelompok orang
miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada pemberi Bantuan Hukum
di Provinsi Banten.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukuma. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara

Usaha Negara, pada tahap :

ini meliputi :

Pidana, Perdata, dan/atau Tata

1 ) Penyidikan/Gugatan/pemeriksaan pendahuluan:
2) Persidangan di Pengaditan Tingkat t;
3) Peridangan di Pengadilan Tingkat Banding;4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau5) Peninjauan Kembali.

b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan:1) Penyuluhan Hukum;
2) Konsultasi Hukum;
3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik,4) Penelitian Hukum:
5) Mediasi:
6) Negosiasi;
7) PemberdayaanMasyarakat;
8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau9) Drafrmg dokumen hukum.

c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan,
perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendun), sanksi, dan
keadaan kahar (force majeure).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PARA ptHAK sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

1) Hak:
a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan

dokumen hasil pemberian bantuan hukum;
b) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pelaksanaan Bantuan
Hukum ini.

2) Kewajiban:
a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang aKan

dilaksanakan oleh ptHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan,

b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang tetah ditaksanakan oteh pIHAK KEDUA;c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.



b, PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan
l}ryA.9"Si orang miskin alau ketompok orang miskin kepada ptHAK
KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.2) Kewajiban l

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar layanan
bantuan hukum dalam ruang llngkup pekerjaan yang diatur pada
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai
dengan kebiakan dan peraturan yang ditetapkan.c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU pating lambat s

.. (lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nontitigasi).d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran Dantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU pating lambat 5
(lima) hari setelah peker.iaan selesai atau dokumen penanganan
perkara diterima (untuk kegiatan titigasi).

BAB V
ANGGAMN BANTUAN HUKUM

(1) PIHAK
UNTUK

pasal 5
KESATU menyalurkan anggaran bantuan

melaksanakan pemberian bantuan hukum
niskin sebesar :

hukum kepada PIHAK KEDUA
kepada orang atau kelompok

oran mrs

No. JENIS BANTUAN
HUKUM

Anggafan

Perkara/Kegist n 2025 Total
Bantuan Hukum 2025

1 LITIGASI Rp 12.000.000,-
Rp 14.700.000,-

2 NON LITIGASI Rp 2.700.000,-

Dengan rincian sebagaimana terlampir.
(2) Besaran anggaran banluan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kemenlerian Hukum provinsi Bante; Tahun
Anggaran 2025.

(3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non L[igasi berdasarkan Keputusan Menteri Hikum dan Hak Asasi Manusia
KepuDtrl( Indonesia Nomor M.HH_01.HN.03.03 Tahun 2O2j tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.(4) Dalam hal anggaran baniuan hukum litiglsi maupun non litigasi seDagarmana
djmaksud pada ayat ('t) tetah terealisasi dan/atau tidak terselia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin seca? mandiilprobono.



BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

(1) PTHAK KESATU berhak r"nn",,[,?jl' 
u"nnnaran 

ptHAK
dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum
pemantauan dan evaluasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
Panwaspus dan panwasda, baik secara langsung maupun

KEDUA yang telah
ini berdasarkan hasil

ayat ('1) dilakukan oleh
tidak langsung.

Pasal 7
(, ) L:19:l'tsi_:-lggaran sebasaimana dimaksud datam pasat 6 hanya dapat

olaKukan antar jenjs bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke liiigasi dan
anggaran non litigasi ke non litigasj).

(2) Pengalihan anggaran tidak dapai dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permotroninnya'flrah terverjfikasi
dalam Sidbankum.

Pasal 8(1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (t) dituangkanreD]l t9nlul datam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
@q.aendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum int.

(2) Perjanjian Peraksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dirakukanpada Triwulan ll dan/atau. Triwulan lll tatrun nnggaran zo2s, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh BPHN setaku panitia pen-giwas pusat dengai
mempertimbangkan persentase serapan anggaran bantuan 

-hukum 
dan/atau h;sjl

,^. pemanlauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.(J) r,erjanjtan petaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan ll
sebagatmana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a) Perjanjian petaksanaan Bantuan Hukum Tambahan 6dde;dum) dilakukan

apabjla PIHAK KEDUA telatr _menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran oafl
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada lriwulan ll tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia;b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga
pada triwulan ll sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialiht<an paiig
banyak 706/0 dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada pembe;
Bantuan Hukum yang telah tersedia kefada pemberi Bantuan Hukum yangtelah menyerap S0% .dari anggaran yang tersedia, Oengai
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja pemberi Bantuan
Hukum (lKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaruasr.(4) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendui) pada triwulan lll

sebagatmana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai beiikut:a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (-addendum) ditakukan
apabila PTHAK KEDUA telah menyerap 1OO% atau tebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dariPemberi B^antuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwutan lll tidak

. mencapai 800/0 dari anggaran yang tersedia;b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapaj BO% hingga
pada triwulan lll sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan ;ialihkan selun_rh



s|sa anggaran yang masih tersedia kepada pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 1AO6/o dari anggaran yang tersedia, Oengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja pemberi Bantuan
Hukum (lKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;(5) Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4), pihak KESATU dapat metakukan perlanjian petaksanaan
Bantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Badan pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) setaku panitia pengawas pusat dan/atau kebijakan lain
pemerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evatuasr.6) Dalam hal setelah perjaniian pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) dilakukan terjadi ketjdakaktifan atau kurang aktif dari pIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU daDat melakukan
pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian.

Pasal I
(1) Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendun) tidak

ditandatangani oleh PTHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, ptHAK
KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari PIHAK KEDUA.

(2) Tidak ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh pIHAK KESATU.

.,oru8ffi'X[xru

Pasal 10
(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beriaku sejak tanggal 02 Januari

2025 dan berakhir pada tanggat 09 Desember 2025.
(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan

hukum tahun anggaen 2O2S kepada ptHAK KESATU sejak tanggat 02 Januari
2025 sampai dengan masa berlaku pe{anjian pelaksanaln Baniuan Hukum ini
berakhir.

(3) Dalam hal batas waktu Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat ('t) telah berakhir, ptHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya.

(4) Pembayaran anggsran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya perjanjian pelaksinaan
Bantuan Hukum ini.

(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan unluk perkara
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

(6) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaan 2024
yang berlanjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berianjut pada tahun anggaran 202S.

Pasal 11
P€ndampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Nonlitigasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal ,10 Desember 2O2S sampar oengan
tanggal 

-31_-Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono taipa
melaluiAPBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiridalam Sidbanxum.



BAB VIII
PENCAIMN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12
(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum

kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua panwasda.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) didahului dengan pemeriksaan

kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakatt (reimbursemen\.

(3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasj Sidbankum.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada ptHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

(5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SpZD) datam
aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada pIHAK
KEDUA.

(6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATU.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
Pelanggaran.

Pasal 13
('l) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari pIHAK KEDUA yang sudah

dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai reatisasi
anggaran.

(2) Realisasi angga€n PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi
PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun berikutnva.

]AB IX
SANKSI

Pasal 14
Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan pedoman
Kepala BPHN Nomor PHN-55.HN.04.03 tahun 202,1 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum.
Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)



(1)

(2)

(3)

BAB X
KEADMN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas ketertambatan atau kegagatan datam
memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langlung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan dj luar kendati
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyaiakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.
Jika.PlHAK KEDUA tidak dapat metaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami itau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah terjadinya Force Majeure.
Kgiuqian yar].S diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh ptHAK KEDUA sebagai
akibal terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK
KESATU, demikian pula sebaliknva.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal '16

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi persetisihan antara PARA PIHAK yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pelaksanaan Bantuan
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
dijadikan sebagai bahan evaluasj pada tahun anggaran berikutnya.

(4)

ini tunduk

dari atau
Hukum ini

serta akan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatanoani oleh PARA

PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup- yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

(2) Biaya Meterai untuk penandalanganan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu Kesaruan yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

(4) Jika teqadj perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebtakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tersebut.
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DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah beGepakat untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi Eanten

PIHAK KEDUA
Pos Bantuan Hukum
Advokat lnd
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